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I(EPUTUSAIT
KEPALII DINASI PEITDIDIKAN DAN KEBI'DAYAAI{

KABIIPATEIT BI'RU
NOIIOR r42O.L t 758 t 2oL4

TENTANG

IZIN'OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USI.A DINI (PAUD)
TAMAN I(ANAK.KANAK (TK) SRIKANDI 5

DESA LAI-A KECAMATAN NAMLEA
PADA YAYASAN MUTHMAINAH

KEPALII, DINAS PEITDIDIKAN DAI{ KEBI'DAYAAN
KABIIPATEI{ BI'RU

batrwa dala'n rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi bidang
Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan
dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu
pendirlikan pada semuajenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten
Buru;
batrwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayq.a4 Kabupaten Bury, dipaadang perlu untuk memberikan
Izin Operasional pada Tanan Kanak-Kanak (TK) Srikandi 5 Desa
Lala Kecamatanr Namlea;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan
Kepuhrsan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten
Buru.

Undang-undang Nomor 4 Tatrun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun L979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 31a3);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun Lggg
tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kmbaran Negara
Republik Lodonesia Tatrun 2000 Nomor 174, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telatr diubah
dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubatran
atas Undang * undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi
Maluku Utara, I(abupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
73, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo1396U;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tatnfn 2003
tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2oo3 Nomor 78 Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

3.



4. undang:undang Republik Indonesia Nomor 10 Tatrun 2oa4
tentang pembentukan peraturan undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s3, Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3S9);

5. undang-undang Reprrblik Indonesia Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 ssfegaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2o0g tentang perubahan
kedua Atas undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48afl;

6. undang-undang Republik Indonesia Nomor gg rahun 2oo4
tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintatr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oa4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4a38);

7. undang-undang Nomor 12 Tatrun zoll tentang pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol1 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tatrun 2o0s tentang standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44961;

9. Perahrran Pemerintatr Republik lndonesia Nomor 3g Tatrun 2oo7
Pembagian urusan Pemerintatran Antara pemerintatr,
Pemerintatran Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2ooz Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

l0.Perahrran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5g Tahun 2oog
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

l L.Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 200g tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru (Lembaran Daeratr Kabupaten Buru Tahun 2oog
Nomor 03);

l2.Peraturan Daeratr Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Buru Tatrun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2ol4
Nomor O3);

l3.Peraturan Bupati Buru Nomor 6g rahun 2oL3 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten Buru Tatrun
Anggaran 2aL4 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2oL3
Nomor 68).

Memperhatlkan: Surat Kepala TK Srikandi 5 Lala tentang permohonal
operasional ra:rran Kanak-Kanak (TK) srikandi s Deta
Kabupaten Buru Nomor : o9/TK-ss/wl2oL4 Tanggar o1
2014.
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Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK)

Srikandi 5 Desa Lala Kecamatan Nam1ea Kabupaten Buru.
Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolatr
Taman Kanak-Kanak (TK) Srikandi 5 Desa Lala Kecamatan Namlea
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputtrsan ini dibebankan pada sekolah penyelenggara.
Keputnsarr ini berlaku surut Tahun Pelqiaran ?;OLA/ZOLL.

Dttetaptaa di : Namlea
Pada Taneed : 12 Asustus 2O14
Kepala Dinas Pendidikan dan:l

I Kebudayaan Kabupaten Burl

Drs A. MIIKADDAR
Pembina Tk.I
Nip. 19570927 198602 1 003

Tenbusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olatrraga

Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namtsa;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daeratr Kabupaten Buru di Namlea;
5. Camat Nam'lea di Namlea;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Namlea
7. Arsip
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